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L Jabatan

3. AEnat

ffi utlk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

*firnp deetut PII1AK PERTAhIA.

tanggtsf Duabulan Aprillahun Dua rtbu dua puluh, Kami yang beftanda tangan di

: ELIDARTI,M,Pd

: Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembinaan Slu{P

Tahun Anggaran 2O2O

: Il. H. Agus Salim - Painan

: SUIIARDI,S.Pd,M,TPd

: Kepala UPT SMPN 1 Lunang

: Kp.MedanJayaLunang

ffi &t aE nama jabatan tersebut diatas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan No.

TCUWU@SD|I{-2018 Tanggal 27 Februari 2018 yang selanjutnya disebut PiHAK KEDUA,

IOSI PEITAH/I dan PIHAK KEDUA se@ra bersama terlebih dahulu menjelaskan dan menyadari

eF?eflfrrya hal-hal sebagai berikut :

1. B*tm Undarg-undang Nomor 20 Tahun 2003 antara lain mengamanatkan :

> hd 11 ayat (1) : Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan Iayanan dan

kernudahan serta menjamin tercelenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga

negam tanpa diskiminasi;



Nonor SPPB
Tanggal

: O\IV/SARPRAS/D AK.PSMPNNWPK-P9A020
: 02Apri12020

> Pasal 45 ayat (l) : Sistem Pendidikan Nasional diatur bahwa setiap satuan pendidikan formal

dan non formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan

se$ai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisi( kecerdasan intelektual, sosial,

emciotul, dan kejiwaan pesefta didik;

> Pasal z16 ayat (1) : Pendanaan pendidikan menjaditanggungjawab bercama antara Pemerintah,

Fersinbh daerah dan masyarakat;

> Pasal z16 ayat (2) : Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan

anggaran pendillilon sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar

t{egara ReruHik lMonesia Tahun 1945;

Hrm keghtan peningkatan prasarana pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan

lasimal, sehiqBn Pemerintah berupaya mendorong Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota

m*lr n thdakan nyata dalam mewujudkan peningkahn akses bagi masyarakat terhadap

prct yang lebih berkualitas dengan mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK);

Bd,m Mran Pernerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 42 tentang Standar Nasional pendidikan

angruqn Hah beberapa l<ali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun

mrs Flg rnmjibkan setiap satuan pendidikan memiliki sarana prasarana pendidikan untuk

-rrqFlg 
proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu

pffiu
elt Mrran Presiden Republik Indonesia No. 88 Tahun 2019 Tanggal 30 Desember 2019

flfig Htnjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2020 menentukan bahwa kegiatan

p-tgldhan ptasarana pendidikan dilakukan oleh Panitia Pembangunan Sekolah secara swakelola

plg ffipkan oleh Kepala Sekolah penerima alokasi DAK sebagai bagian integral manajemen

ffiis sekolah;

Hrm Feraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020

Tapgnl 26 Februari 2020 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Fis* Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020;

Hrm untuk peningkatan prasarana pendidikan disediakan anggaran melalui Dokumen

&taan Anggaran (DPA) Nomor 1.01.01.1.01.01.01.16.83 Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi

GdrB dan Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Peftama (DAK Reguier 202O);

hgFD ii ttuyabkan telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu Perjanjian Pemberian

Eltn ltss Abkasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 dengan ketentuan-ketentuan

dm ryaF*p* seperti dalam pasal-pasal d! bawah ini :

Yn bfrDii@, Penbrian Bonnmt



NommSPPB
Tanggal

: 05/WS ARPRAS/D AKPSMP/flNK/DPK-P SnU20
: 02April2020

Pasal I
Maksud dan Tujuan

fEFFn hi sebagai bagian dari pelaksanaan program DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 dimaksudkan

-trEndanai 
kegiatan pembangunan/rehabilitasi prasarana pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah

E doqnn tujuan sebagai upaya pemenuhan prasarana pendidikan sesuai dengan standar nasional

;ilon. Pihak Kedua bersedia melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam RAB &

**rta bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan dana yang diterima.

Pasal 2

Lingkup Pekerjaan

ffin Pemberian Bantuan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 digunakan untuk

effiilon pekerjaan pembangunan/rehabilitasi prasarana pendidikan pada SMPN t Lunang yang

meSuti :

L R:habilitasi Ruang laboratorium IPA,

Pasal 3

Jangka Waktu Pelaksanaan

L Etgh waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 120 (seratus dua puluh) hari

ffi terhitung mulai saat diterimanya dana DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 di

IE.'rE PIHAK KEDUA.

Z mllI XEDUA akan mulai melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling

ffi 14 (empat belas) hari kalender terhitung mulai saat diterimanya dana DAK Fisik Bidang

EffonTahun Anggaran 2020 da rekening PIHAK KEDUA.

3. &naan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pating lambat pada tanggal 30 Desember

1P0.

Pasal 4

PrinsipPrinsip PekerJaan

lffign+ dalam pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 meliputi :

L kraan dikerjakan dengan mekanisme swakelola,

2. E4m asas efektifitas, efisiensi, transparansidan akuntabilitas,

a Etglfnaan partisipasi masyaralot dalam pengelolaan kegiatan,

+ Sindisasi kmlitas pekerjaan dengan barang yang dihasilkan,

.blL5!n PabrlmMwt



NanorSPPB : 05IV/SARPRAS/DAKPSMP/WVK/DPkPS2U20
Tanggal : 02April2020

Pasal 5

Tugas dan Kewajiban Para Pihak

L Ellf PERTA}-IA :

a) fEyalurkan dana dengan segera ke satuan pendidikan penerima DAK Fisik Bidang Pendidikan

rreldui Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan jangka waktu pelakanaan

*gaimana dimaksud dalam Pasal 3.

b) ffinggung jawab terhadap pelaksanaan program DAK Fisik Bidang Pendidikan di tingkat

l(ilupaten.

c) l{emberikan bimbingan teknis dan/atau sosialisasi dan/atau pendampingan pelaksanaan DAK Bidang

kndilikan.

d) ihblcsanakan monitoring dan evaluasiserta menyusun pelaporan kegiatan DAK Bidang Pendidikan.

z tDtlr( KEDUA :

a) Bertanggung jawab mutlak terhadap pelakanaan program DAK secara fisik dan keuangan di tingkat

sahnn pendidikan (Sekolah).

b) lilernbentuk Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) ditingkat Satuan Pendidikan (Sekolah).

c) ltldaporkan keadaan fisik dan keuangan serta penggunaannya secara periodik kepada PIHAK

PERTAMA.

d) I'hncatat dan melaporkan aset yang diperoleh dari DAK Bidang Pendidikan kepada PIHAK

PERTAMA.

Pasal 6

Pelaksanaan Pekerjaan

&naan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 memperhatikan hal-halsebagai berikut :

a. PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan harus melibatkan unsur sekolah, komite dan masyarakat

sebagai bagian integral manajemen berbasis sekolah,

b. PIHAK KEDUA dalam mengelola DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 harus sesuai dengan Petunjuk Teknis

dan Petunjuk Operasional DAK Bidang Pendidilon sefta peraturan perundang-undangan yang terkait,

c PIHAK KEDUA membuat laporan secara berkala mengenai pelakanaan pekerjaan/kemajuan pekerjaan

kepada PIHAK PERTAMA,

d- PIHAK KEDUA wajib membuat dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dokumentasi pekerjaan,

bporan kemajuan pekerjaan dan kelengkapan administrasi lainnya pada tahapan pencairan dana,

e. PIHAK KEDUA wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas serta

pelaporan keuangan dari hasil pekerjaan,

f. PIHAK KEDUA berkewajiban memungut dan sekaligus menyetorkan pajak-pajak yang terkait dengan

pehksanaan pekerjaan serta menyimpan buKi-bukti setoran dan faKur pajak sesuai dengan peraturan

perundang-undangan,

ba Peiaqiian Pemberian Bontuan



Nanor SPPB
Tangal

: O,IVfrARPRAS/D AKPSMP/SWY\/DPK-P52020
: 02April2020

ft EI X IGDUA berkewajiban melakukan serah terima hasil pekerjaan dengan PIHAK PERTAITIA yang

figglon dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan,

L EHfX KEDUA wajib menyimpan seluruh dokumen pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun

lrggaran 2020,

I EH K KEDUA beftanggung jawab penuh terhadap pengelolaan seluruh dana DAK Fisik Bidang

H$dikan Tahun Anggaran 2020 yang diterima dari PIHAK PERTAMA,

Pasal 7

Pengawasan dan Pemeriksaan

a. lHn pengawasan/pemeriksaan dan pengendalian pekerjaan, PIHAK PERTAMA dibantu oleh tenaga

ffibr yang merupakan unsur individu yang ahli dibidangnya,

L IDIAK PERTAMA mempunyai hak untuk menolak setiap hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan

Entnn pelaksanaannya,

Pasal 8

Jumlah Dana Bantuan

L IIAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 yang diberikan PIHAK PERTAITIA kepada PIHAK

IEDUA sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a) Rehabilitasi ruang laboratorium IPA = Rp. 125.000.000,-

Z hE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam

ht2.

Pasal 9

Penyaluran Dana

Epilrran penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sebagai berikut :

L T*ap I : 25o/o (Dua puluh lima perseratus) dari keseluruhan dana swakelola setelah perjanjian ini

fiandahngani kedua belah pihak beserta dokumen lainnya diterima dan disetujui PIHAK PERTAMA,

L Tdap Il : 45o/o (Empat puluh lima perseratus) dari keseluruhan dana swakelola apabila pekerjaan telah

numpai bobot 209o (Dua puluh perseratus), dilengkapi dengan dokumentasi dan progress kemajuan

g&jaan,

3. TilaP trI : 30o/o (Iiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana swakelola apabila pekerjaan telah

lunpai bobot 65Vo (enam puluh lima perseratus), dilengkapi dengan dokumentasi dan progress

Enajtnn pekerjaan.

h PWi@, Pemberion Bannan



NomorSPPB : A\IV/SARPRAS/DAKPSMP/SWWPK-PS|2020
Tmggal : 02 April2020

f ffia dsalurkan/transfer ke rekening PIHAK KEDUA dengan rincian sbb :

hkrhg :

Ek*ng : 1901.O210.07155-4

h H : Bank Nagari Gabang Pembantu Silaut

Pasal 1O

Force Majeure

L re HaFre *lah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat

ffitd'i'ggasnfukegiatantidakdapatterlaksanaseba9aimanamestinyasepertibencana
A. edtnfq Fperangan, pemogokan, sabotase, pemberontakan/kerusuhan.

L lE EFd fue rnajanre maka PIHAK KEDUA segera memberihhukan kepada PIHAK

Etm sGra Etu|is rhmbat-lambatnya dalam kurun waKu 14 (empat belas) hari sejak

Qffi fu ffi*rre dengan dilengkapi bukti tertulis yang dikeluarkan oleh pihak berwenang.

t.EercnnnErtulisdariPIHAKKEDUAsebagaimanayangdimaksuddalamayat(2)

-ffiET 
llA akan melakukan evaluasi dan kajian untuk mengambil keputusan, menyetujui

rldpnfisnn dari PIHAK KEDUA tersebut.

C. Fpfuan Ertulls dari PIHAK KEDUA tentang force majeure diterima/disetujui maka akan

tE p6m perpnjian sedanglon perjanjian awal dinyatakan batal.

Pasal 1l
Sisa Dana

L ffi ttrllf @UA dalam melaksanalon pekerjaan terdapat kelebihan/sisa dana maka dapat

Cryet ufr* nstanbah volume atau sasaran dengan persetujuan PIHAK PERTAMA,

L & sisa fuia tirlak dgunakan untuk penambahan volume atau sasaran maka sisa dana tersebut harus

.Hrtfan kErmbali ke b daerah.

Pasal 12

Peltanggungjawaban

t- ?Dllf reDUA wajib membuat laporan secara berkala mengenai pelaksanaan pekerjaan / kemajuan

ftitm kepada PIHAK PERTAMA.

L tDllf reDUA wajib membuat dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dokumentasi kegiatan

herta lalenglopan administrasi lainnya pada tahapan pencairan dana.

U kpjtot Penbrim Bantuot



NunarSPPB
Tanggal

: OSfiVISARPRAS/D AKPSMPTSTW/oPK-P 5/2020
: 02A?ri12020

L l,Tnt pertanggungiawaban keEiatan harus sudah diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK

EtllA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung saat selesainya pelalsanaan

frhl, dilampiri antara lain :

+ Ela Acara Serah Terima,

B EIi pertanggungjawaban keuangan seperti : kwltansi/ faktur seUap pembelian barang dan bukti

Flgduaran lainnya,

O frfti sefioran pajalq

O hfti Eknis pekerjaan.

Pasal 13

Sanksi

L ffi dahm pelakanaan pekerjaan mengalami keterlambatan atau terjadi penyimpangan dari

Etst yang berlaku dalam dokumen teknis, MB dan Gambar ren@na, maka PIHAK PERTAMA

luila sepihak dapat memutuskan/menghentikan pekerjaan tersebut.

L Eruhsan/penghentian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas maka PXHAK KEDUA wajib

lupembalilon seluruh dana dan disetorkan ke l<as daerah dan dikenakan sanksi sesuai dengan

Entnn perundang-undangan.

Pasal 14

PEI{UTUP

ffrn Surat Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak di Painan, pada hari dan

Ed Ersebut di atas. Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap diantaranya

ffirei cukup dan 2 (dua) rangkap lainnya masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Painan, tanggal tersebut di atas

PIHAK PERTAMA,
Kuasa Pengguna Anggaran

PIHAK KEDUA,
Iepala UPT SMPN I Lunang

t975tL2B 200504 1 005

h fui@litun Pemberian Bontuan


